
 

WALI KOTA DEPOK 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN WALI KOTA DEPOK 

                                          NOMOR 13 TAHUN 2025      

TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2023  

TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
JENJANG PENDIDIKAN DASAR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA DEPOK, 
 
 

Menimbang : a. 
 
 

 
 

bahwa penerimaan peserta didik baru pada jenjang 
pendidikan dasar merupakan salah satu wujud 
pelaksanaan sistem pendidikan dalam rangka 

mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di 
daerah; 

  b. bahwa dalam rangka pengaturan penerimaan siswa 
baru jenjang pendidikan dasar, telah ditetapkan 
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 57 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru 
Jenjang Pendidikan Dasar; 

  c.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) 
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah 
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan 

Murid Baru, Pemerintah Daerah menyusun dan 
menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru 

dalam keputusan kepala daerah; 
  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf c, Peraturan Wali Kota 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilakukan 
pencabutan; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan           
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 57 
Tahun 2023 tentang  Pedoman Penerimaan Peserta 
Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar; 

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok 
dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3858); 
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  2.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia          
Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6842); 
  3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti                

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17        
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Tahun 2010  Nomor 112, Tambahan   Lembaran  Negara    
Republik Indonesia Nomor 5157); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor  4 Tahun 2022 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2022  Nomor 14, 
Tambahan   Lembaran  Negara    Republik    Indonesia 
Nomor 6762); 

  6.  Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar 

Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang 
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2022  

Nomor 383); 
  7.  Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi 
yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang 
Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 

Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan 
Pendidikan Tinggi (Berita  Negara  Republik  Indonesia  
Tahun 2023  Nomor 612); 
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Ditetapkan di Depok 
pada tanggal 5 Mei 2025   

 
WALI KOTA DEPOK, 

 

  ttd. 
 

                  SUPIAN SURI 

 
Diundangkan di Depok  

pada tanggal 5 Mei 2025    
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,  

 
         ttd. 

 
NINA SUZANA 
 

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 13     
  

   

  8.  Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah 
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan 

Murid Baru (Berita  Negara  Republik  Indonesia  
Tahun 2025  Nomor 134); 

  9.  Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 11); 

 
  MEMUTUSKAN: 

   

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG  PENCABUTAN 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2023 
TENTANG  PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK 

BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR. 
   
  Pasal 1 

  Peraturan Wali Kota Depok Nomor 57 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang 

Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 
Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

  Pasal 2 
  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok. 


